










KEWENANGAN PENGADILAN   
MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN  
TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA 






ANDI HIDAYAT NUR PUTRA 












KEWENANGAN PENGADILAN  
MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN  
TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA 





ANDI HIDAYAT NUR PUTRA 





Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian 
Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Acara  














KEWENANGAN PENGADILAN  
MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN 
TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA 
(Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) 
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
ANDI HIDAYAT NUR PUTRA 
B 111 11 274 
 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk 
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 21 Agustus 2015  










Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si       Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. 






Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa : 
Nama  : Andi Hidayat Nur Putra 
Nomor Pokok : B111 11 274 
Bagian : Hukum Acara 
Judul : Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus 
Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya 
Penetapan Tersangka (Studi kasus Putusan Nomor: 
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
Makassar, Agustus 2015 




Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si      Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. 






ANDI HIDAYAT NUR PUTRA (B111 11 274) Kewenangan Pengadilan 
Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan tentang Tidak 
Sahnya Penetapan Tersangka (studi kasus putusan nomor 
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel), dibawah bimbingan dan arahan Bapak 
H.M. Said Karim selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa dasar kewenangan 
pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak 
sahnya penetapan tersangka, apakah mungkin pengajuan upaya hukum 
atas putusan praperadilan yang keliru / diluar batas kewenangan, dan 
bagaimana kekuatan hukum putusan praperadilan tentang tidak sahnya 
penetapan tersangka. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka 
(library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran, dan 
karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yang 
diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah 
yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran 
yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan 
(1) bahwa pengadilan berwenang memeriksa dan memutus gugatan 
praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan 
praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. (2) KUHAP tidak 
memberikan hak untuk pengajuan upaya hukum atas putusan 
praperadilan yang keliru / diluar batas kewenangan. Namun tidak 
diberikannya hak upaya hukum untuk mengoreksi putusan praperadilan, 
tidak menutup kemungkinan penyidik dapat kembali melakukan tindakan 
yang telah diputus oleh hakim praperadilan, dengan memperhatikan 
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan alasan 
subjektif dan objektif. (3) Putusan praperadilan tentang tidak sahnya 
penetapan tersangka adalah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum 
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A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari 
zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai 
upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama 
penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Hukum acara pidana yang 
berlaku di masa itu, Herziene Indische Reglement (HIR), kurang 
memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa 
dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan kewenangan terhadap 
penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. 
Hal ini seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari 
aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan 
mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang 
bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut 
karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia 
baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum 
yang menimpa dirinya. 
Disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP 
menggantikan HIR membawa perubahan dalam penegakan hukum di 
Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau 
terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan 
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fundamental yang diatur di dalam KUHAP..Hal ini memberikan jaminan 
kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan 
atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui 
lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa 
tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. 
Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk 
menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga praperadilan lahir 
dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam 
sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental 
terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas 
Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah 
pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum 
pidana formil (polisi ataupun jaksa) agar tidak melanggar hukum (ilegal) 
atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan 
kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar 
telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun 
jaminan hak-hak asasi manusia.1 
Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk 
menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada 
                                                          
1 M Jodi Santoso, 2008, Preperadilan Versus Hakim Komisaris, diakses di 
http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1 
diakses pada tanggal 16 Maret 2015 
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seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi 
kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji 
kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan 
upya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan 
lainnya.2 
Pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu : 
“praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa 
dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, 
tentang : 
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 
kuasa tersangka; 
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan 
keadilan; 
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan” 
Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang  
hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut 
kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur 
kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan 
tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti 
kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan 




pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau 
sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, 
seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan 
praperadilan. 
Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan 
gugatan praperadilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan 
praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Sarpin Rizaldi, hakim 
yang memimpin sidang perkara praperadilan yang ajukan oleh Komisaris 
Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar 
dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. 
Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan 
praperadilan penetapan tersangka Komjen BG. 
Apa yang diputuskan oleh Hakim Sarpin Rizaldi didasarkan pada 
Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : 
Pasal 10 ayat (1) : 
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya” 
Pasal 5 ayat (1) : 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 




Larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak 
ada, melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum 
yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula 
hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode 
penemuan hukum (rechtsvinding).  
Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan ahli hukum 
oleh karena putusan tersebut telah menerobos ketentuan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara limitatif 
mengatur objek praperadilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), 
Harifin A Tumpa, mengatakan pendapat hakim yang memperluas 
kewenangan praperadilan itu tidak benar, sebab praperadilan mengatur 
jelas objek kewenangan praperadilan. Lain halnya dengan Prof. Romli 
Atmasasmita, yang mengatakan pertimbangan putusan hakim Sarpin telah 
sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman dan merupakan peringatan terhadap setiap aparatur penegak 
hukum untuk bertindak hati-hati dan tidak menyalahgunakan wewenang. 
Putusan yang jatuhkan oleh hakim Sarpin Rizaldi bukan satu-
satunya putusan yang menerobos sifat limitatif objek praperadilan yang 
diatur dalam KUHAP. Tercatat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tiga kali 
mengabulkan gugatan praperadilan tentang penetapan tersangka. Yang 
pertama di tahun 2012, hakim Suko Harsono menerima gugatan 
praperadilan Bachtiar Abdul Fatah dan menyatakan tidak sahnya 
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penahanan dan penetapan tersangka dalam kasus korupsi bioremediasi 
PT Chevron Pacific Indonesia. Kemudian tahun 2014 , Hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Toto Candra, 
dan membatalkan penetapan tersangka oleh Ditjen Pajak.  
Berdasarkan fakta dan opini di atas, penulis tertarik untuk membahas 
dan melakukan penelitian dengan judul “KEWENANGAN PENGADILAN 
MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN TENTANG 
TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Kasus Putusan 
Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Apa dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus 
gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ? 
2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang 
tidak sahnya penetapan tersangka ? 
3. Apakah mungkin pengajuan upaya hukum atas putusan 
praperadilan yang keliru / di luar batas kewenangan ? 
 
C. Tujuan Penulisan 
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1. Untuk mengetahui dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan 
memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan 
tersangka 
2. Untuk  mengetahui kekuatan hukum dari putusan praperadilan 
tentang tidak sahnya penetapan tersangka. 
3. Untuk mengetahui perlunya pengajuan upaya hukum atas putusan 
praperadilan yang keliru / diluar batas kewenangan 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Diharapkan hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoritis 
bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal 
ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum 
acara pidana 
2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan 
bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang 
kajian yang sama 
3. Diharapkan hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka 






A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. 
Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya.3 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Pasal 1 angka 1 
UUKK menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksanaan 
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk 
menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. 
                                                          
3 Sukarno Aburaera, 2012, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Makassar: Arus Timur, hlm.1 
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Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang 
harus ada dalam sebuah Negara yang berpredikat Negara hukum.4 
Dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
Nomor 40 tanggal 29 November 1985 secara universal ditegaskan Basic 
Principles on the independence of Judiciary sebagai kekuasaan 
kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses 
peradilan yang bebas dari pembatasan, pengaruh yang tidak pada 
tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung atau tidak 
langsung terhadap proses peradilan. Baik Resolusi Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan 
kehakiman untuk menegakkan keadilan.5 
B. Tersangka 
1. Pengertian Tersangka 
Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam 
KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem 
hukum Belanda yang termaktub dalam Wetboek van Strafvordering, 
ternyata istilah tersangka atau Beklaagde dan terdakwa atau erdachte 
                                                          
4 C.S.T. kansil & Cristine ST Kansil, 1984, Hukum Tata Negara RI jilid I,  Jakarta:Rineke Cipta, 
hlm.191-192, dalam Idul Rishan, 2013, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa 
Peradilan, Jakarta: Genta Press, hlm.22. 
5 Sukarno Aburaera, Loc. Cit. 
10 
 
tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja 
yaitu Verdachte.6 
Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I 
tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa 
tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidana. Dalam definisi tersebut, terdapat frasa “….karena perbuatannya 
atau keadaannya..” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan 
bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya 
terlebh dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh 
penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan 
terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.7 
Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada 
ketentuan Pasal 27 ayat (1) Nederland van Strafvordering (Ned.Sv).Istilah 
dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan 
lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-
fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah 
melakukan suatu tindak pidana (“…. Als verdachte wordt aangemerkt 
degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk 
vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit..”).8 Jadi, fakta-
                                                          
6 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, 





fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut 
bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.9 
2. Penetapan Tersangka 
Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan 
sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak 
menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan 
bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan  yang dapat 
digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa 
yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara 
tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam 
penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti 
permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya 
tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak 
mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu  bukti permulaan yang cukup, 
khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang 
menjadi tersangka, maka mengenai  apa yang dimaksud bukti permulaan, 
harus dicari  dari sumber lain.10 
Beberapa undang-undang di Indonesia merumuskan mengenai apa 
yang dimaksud dengan bukti permulaan. Pasal 1 angka 26 Undang-
Undang  No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa: 
                                                          
9 Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, cet.ketujuh, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm.65 
10Muh. Tanziel Aziezi, 2015, PenetapanTersangka Sebagai Objek Praperadilan : Progresivitas 
Hukum Yang Dibutuhkan, diakses di http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-
sebagai-objek-praperadilan diakses pada hari selasa 31 Maret 2015 
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“bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa 
keteragan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk 
adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak 
pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang 
dapaat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.” 
Kemudian, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa : 
“bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan 
sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas 
pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 
disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik” 
 
Kedua rumusan Pasal di atas, tidak dapat digunakan dalam 
penetapan tersangka pada tindak pidana pada umumnya, baik yang diatur 
dalam KUHP, maupun tindak pidana dalam undang-undang khusus yang 
hukum acaranya tidak mengatur mengenai bukti permulaan, melainkan 
hanya untuk tindak pidana yang menggunakan hukum acara menurut 
undang-undang di atas saja. Definisi bukti permulaan yang dapat 
diterapkan untuk tindak pidana umumnya adalah mengacu pada Pasal 1 
angka 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana, yaitu “bukti permulaan adalah alat bukti berupa 
laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk 
menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar 
untuk dapat dilakukan penangkapan.” Namun definisi bukti permulaan ini 
pun adalah dasar untuk melakukan penangkapan, bukan untuk 
menetapkan tersangka. Sehingga untuk menetapkan status tersangka 
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kepada seseorang dalam tindak pidana umum, tidak ada definisi atau 
ukuran  yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.11 
Candra M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Huum 
Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” menjelaskan bahwa bukti 
permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dilakukannya 
penyidikan dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup dapat 
terdiri atas :12 
a. Keterangan (dalam proses penyelidikan) 
b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan) 
c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan) 
d. Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan) 
Mendefinisikan bukti permulaan untuk menetapkan status hukum 
seseorang menjadi tersangka adalah hal yang sangat penting, karena 
tindak lanjut dari penetapan status hukum tersangka adalah upaya paksa 
(dwang middelen) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya 
berupa penangkapan, penahanan, pencegahan ke luar negeri, 
pemblokiran rekening, dan lain sebagainya.13 Namun dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan definisi yang dapat 
digunakan sebagai ukuran objektif untuk menetapkan telah terdapat bukti 
permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. 
Hal ini menyebabkan penilaian adanya bukti permulaan yang cukup untuk 
                                                          
11Ibid. 
12Ibid. 
13 Albert Aries, 2015, Mendefinisikan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Penetapan Tersangka, 
diakses di http://business-law.binus.ac.id/2015/02/14/mendefinisikan-bukti-permulaan-yang-
cukup-untuk-penetapan-tersangka/ diakses pada tanggal 31 Maret 2015 
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seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, menjadi subjektivitas dari 
penyidik. 
C. Praperadilan 
1. Pengertian Praperadilan 
Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang 
diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan 
hukum.Praperadilan dalamKUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian 
Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili 
bagi pengadilan negeri.14 
Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga 
peradilan tersendiri.Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan 
fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, 
sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah 
ada selama ini.15 
Pasal 1 butir 10 KUHAP memberikan definisi praperadilan adalah 
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:  
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
                                                          





b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dipertegas 
dalam Pasal 77, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang 
untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang ini tentang : 
 Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan 
 Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara 
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 
penuntutan. 
2. Tujuan Praperadilan16 
Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan 
hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan 
penyidikan dan penuntutan.Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 
demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-
undang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum 
untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, 
penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang 




dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada 
hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat : 
 Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi 
kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan 
kepada tersangka 
 Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan 
undang-undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya 
merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta 
pembatasan terhadap hak asasi tersangka. 
Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan 
pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, 
tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan 
hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law).Tindakan 
upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-
undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.Setiap 
tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan 
yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-
undang.Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa 
yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu 
lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya 
tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang 
dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan. 
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Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai 
dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan 
dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik 
pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi 
dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga mana pun. HIR tidak member 
hak dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi.Bertahun-
tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak 
mempunyai daya untuk mengadukan nasib perkosaan itu kepada siapa 
pun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang menguji sah atau tidaknya 
tndakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka. 
Berpijak pada masa suram HIR, pembuat undang-undang 
menanggapi betapa pentingnya menciptakan suatu lembaga yang diberi 
wewenang untuk melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap 
setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat penyidik atau 
penuntut umum kepada tersangka selama pemeriksaan yang berlangsung 
dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang 
berwenang melakukan pengawasan terhadap upaya paksa yang 
dilakukan pejabat dalam taraf proses penyidikan atau penuntutan inilah 
yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan. 
3. Ruang Lingkup Praperadilan 
Kewenangan praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 
dan Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dalam hal ini masih ada kewenangan 
lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan 
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rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. 
Dan untuk lebih jelasnya berikut beberapa kewenangan praperadilan yang 
diberikan undang-undang.17 
a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa.  
Wewenang yang diberikan undang-undang kepada 
praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan.Seorang tersangka yang dikenakan 
tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, 
dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan 
yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui 
batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP. 
b. Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan 
atau Penghentian Penuntutan.  
Kewenangan praperadilan selanjutnya adalah memeriksa dan 
memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan 
pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian 
penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini hasil 
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk 
meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang 
disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau 
pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk 




meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga 
penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau 
penuntut umum atas alasan Nebis In Idem, karena ternyata apa yang 
disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah 
pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.  
Alasan lainpenghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut 
umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada 
tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena 
itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai 
unsur kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar 
penyidikan atau penuntutan dihentikan.Apabila penyidikan atau 
penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan 
ke sidang pengadilan. 
Selain alasan di atas, terkadang penghentian penyidikan atau 
penuntutan ditafsirkan secara tidak tepat. Bisa juga penghentian 
sama sekali tidak beralasan atau penghentian itu dilakukan untuk 
kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, 
bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan 
menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, 
agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan 
umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan 
wewenang (abuse of outhority). 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap penghentian 
penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum 
atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan 
pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan tersebut.Demikian pula sebaliknya, penyidik 
atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan 
pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada 
praperadilan. 
c. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi 
Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian 
yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya 
kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka 
berdasarkan alasan: 
 Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah 
 Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan 
dengan ketentuan hukum dan undang-undang 
 Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski 
ditangkap, ditahan, atau diperiksa. 
Misalnya pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi 
yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa adalah B. beberapa hari 
kemudian penyidik menyadari kekeliruannya menahan dan 
memeriksa B. atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, 
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ditangkap, atau diperiksa, memberi hak kepada yang bersangkutan 
untuk menuntut ganti kerugian kepada praperadilan. 
d. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi 
Selain kewenangan sebelumnya praperadilan juga berwenang 
memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan 
tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya atas penangkapan 
atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-
undang.Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang 
pengadilan. 
e. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan 
Sehubungan dengan permasalahan hukum ini, pada dasarnya 
setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum 
mengandung nilai HAM yang sangat asasi.Oleh karena itu harus 
dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan 
atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (due process) 
dan “hukum yang berlaku” (due of law). Ditinjau dari standar 
universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa merupakan 
perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (personel privacy 
right) yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam 
melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana 
(criminal justice system), yang dapat diklasifikasikan meliputi : 
 Penangkapan (arrest) 
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 Penahanan (detention) 
 Penggeledahan (searching) 
 Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure). 
Tindakan upaya paksa (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 
38 KUHAP), memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri.Berbeda 
halnya dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan 
(Pasal 20 dan seterusnya, KUHAP), yang merupakan kewenangan 
inheren dari setiaap aparat penegak hukum.Perbedaan sistem 
pelaksanaan upaya paksa tersebut, menimbulkan permasalahan 
hukum dan perbedaan pendapat, bahwa upaya paksa 
penggeledahan atau penyitaan dianggap berada di luar yurisdiksi 
Praperadilan dengan alasan dalam penggeledahan atau penyitaan 
mengandung intervensi pengadilan.Akan tetapi, argumentasi 
tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan 
yang mungkin timbul dalam penggeledaan atau penyitaan.Sebagai 
contoh, penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan yang 
telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun dalam 
pelaksanaannya menyimpang di luar batas izin yang diberikan. 
Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a 
KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan 
penggeledahan, tetapi hanya menyebutkan penangkapan, 
penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini 
tidak bersifat “limitatif”. Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP 
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memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif 
praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan 
termasuk yurisdiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang 
dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak 
termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus seperti ini, 
pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan 
penyitaan kepada praperadilan. 
4. Pemohon Praperadilan 
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), dapat dikelompokkan pihak yang berhak mengajukan 
permohonan praperadilan berdasarkan alasan yang menjadi dasar 
pengajuan permohonan praperadilan terbut, yaitu:18 
a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya 
Dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, hanya menentukan pihak 
yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau 
tidaknya penangkapan atau penahanan, yakni tersangka, 
keluarganya, atau kuasanya.Ke dalamnya tidak termasuk permintaan 
pemeriksaan sah atau tidaknya penggeledahan atau 
penyitaan.Namun bila ketentuan Pasal 79 KUHAP dihubungkan 
dengan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, mengenai sah atau 
tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh 




tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya atau orang 
terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan. 
b. Penyidik, Penuntut Umum, atau Pihak Ketiga yang 
Berkepentingan 
Menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP, mengenai permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, 
dapat dajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang 
berkepentingan.Kemudian mengenai sah atau tidaknya penghentian 
penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang 
berkepentingan. 
Mengenai hak penyidik dan  penuntut umum dalam hal ini 
merupakan kewajaran sebagai prinsip saling mengawasi diantara 
instansi aparat penegak hukum. Mengenai pihak ketiga yang 
berkepentingan, secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan 
dalam pemeriksaan perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban 
dalam peristiwa pidana yang bersangkutan.Kemudian melalui 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 980/PUU-X/2012 frasa pihak 
ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP dimaknai 
termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, 
atau organisasi kemasyarakatan. 




Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 KUHAP jo. Pasal 95 
ayat (2) KUHAP, bahwa terhadap tidak sahnya penangkapan atau 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa 
alasan yang sah, atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan yang perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan 
atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat 
diajukan ganti kerugian kepada praperadilan oleh tersangka, ahli 
warisnya atau kuasanya, atau pihak ketiga yang berkepentingan. 
5. Acara Praperadilan 
Proses atau tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam 
BAB X, bagian kesatu, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, telah diatur tata cara 
pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan. 
Praperadilan merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian 
yang tidak terpisah dengan pengadilan negeri.Semua kegiatan dan tata 
laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial 
pengadilan negeri.Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan 
pelaksanaan tugas praperadilan, berada di bawah ruang lingkup 
kebijaksanaan dan tata laksana ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini 
pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut :19 
a. Permohonan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri 




Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh 
praperadilan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
meliputi daerah hukum tempat tinggal dimana penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik 
atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau 
penuntutan berkedudukan. 
b. Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan 
Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam 
perkara praperadilan.Segala permohonan yang ditujukan ke 
praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana 
biasa.Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah 
dari administrasi perkara biasa. 
c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan 
Panitera 
Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan 
memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat 
(1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah 
diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. 
Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan tepat setelah 
pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada ketua 
pengadilan negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim 
dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau 
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ketua pengadilan negeri telah menetapkan satuan tugas yang 
khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu 
kepada pejabat satuan tugas tersebut. 
d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal 
Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan 
adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada 
praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 78 ayat  (2) yang berbunyi : Praperadilan 
dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan 
negeri dan dibantu oleh seorang panitera. 
Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam 
Pasal 82 KUHAP. Berdasarkan Pasal tersebut, pemeriksaan sidang 
praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:20 
a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim 
yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam hal ini 
penghitungan penetapan hari sidang, bukan dar tanggal 
penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dihitung 
tiga hari dari tanggal penerimaan atau tiga hari dari tanggal 
registrasi di kepaniteraan. 
b. Dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, 
hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon 
maupun dari pejabat yang berwenang. 
                                                          
20 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm.191-193 
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c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-
lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan 
putusannya 
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan 
negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada 
praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur, 
e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup 
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi 
pada tingkat penuntutan, jika untuk itu diajukan permintaan baru. 
f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus 
memuat dengan jelas dasar dan alasannya 
g. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim 
memuat pula : 
1). dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu 
penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau 
jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-
masing harus segera membebaskan tersangka; 
2). dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau 
penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; 
3). dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan 
atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan 
dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi 
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yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya 
tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan 
rehabilitasinya;  
4). dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita 
ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam 
putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera 
dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu 
disita. 
D. Penemuan Hukum 
Kegiatan kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan 
jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan 
perundang-undangan dengan tuntas dan jelas.Maka wajarlah kalau tidak 
ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan 
kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-
undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. 
Oleh karena itu hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari 
dan ditemukan.21. 
Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai 
keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih luas lagi, hukum diartikan 
sebagai keputusan hukum (pengadilan). Yang menjadi pokok masalah 
adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi 
                                                          
21 Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum suatu pengantar, Yogyakarta : Liberty, hlm.37 
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hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk 
hukum.22 
Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, 
atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan 
hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan 
bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi 
peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat 
akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu.23 
Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus 
yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan 
hukumnya.Untuk memberikan penyelesaikan konflik atau perselisihan 
hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan 
penyelesaian definitive yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan 
yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum 
yang umum dan abstrak pada peristiwa konkrit.24Jadi dalam penemuan 
hukum, yang penting ialah bagaimana mencarikan atau menemukan 
hukumnya untuk peristiwa konkrit.25 
                                                          
22 Ahmad Rivai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta: 
Sinar Grafika, hlm.21 
23 Sudikno Mertokusumo,  op.cit., hlm.37 
24 Pontang Moerad, B.M., 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara 
Pidana, Bandung : Alumni, hlm.81   
25 Sudikno Mertokusumo,  op.cit., hlm.38 
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Konsep penemuan hukum oleh hakim terutama dipelopori oleh aliran 
sistem terbukanya hukum dari Paul Scholten, dimana ia mengemukakan 
:26 
1. Hukum bukan suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh 
diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya. 
Dengan lain perkataan, undang-undang dapat saja diubah 
maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk 
menyesuaikan dengan fakta konkrit yang ada 
2. Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan 
kekosongan dalam hukum, di mana ada dua macam kekosongan 
dalam hukum, yaitu kekosongan hukum sendiri, dan kekosongan 
dalam perundang-undangan. 
Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara 
yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum 
tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau 
peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak 
tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim 
akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber 
hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau 
hukum tidak tertulis.27 
                                                          
26 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.139. 
27Ahmad Rifai, Op. Cit., hlm.25-26. 
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Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : 
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.” 
Ketentuan dalam Pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa 
apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau 
belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya 
sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus 
berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun 
peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan 
hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.28 
Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan atas dua 
jenis, yaitu : 
1. Metode interpretasi; dan 
2. Metode konstruksi. 
Perbedaan antara interpretasi dan konstruksi adalah bahwa pada 
interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap 
berpegang teguh pada bunyi teks itu, sedangkan konstruksi, hakim 
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut 
suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpengang pada 
                                                          
28 Utrecht, loc.cit.,hlm.248 dalam Yudha Bakti Ardiwisastra, 2000, Penafsiran dan Konstruksi 
Hukum, Bandung: Alumni, hlm.7.  
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bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai 
suatu sistem. 
1. Interpretasi Hukum 
Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode 
penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks 
undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang 
tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.Penafsiran oleh 
hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan 
yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum 
terhadap peristiwa yang konkret.Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran 
aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu 
berlaku.29 
Logemann berpendapat bahwa tiap-tiap undang-undang sebagai 
bagian hukum positif, bersifat statis dan tidak dapat mengikuti 
perkembangan kemasyarakatan, yang menimbulkan ruang kosong maka 
para hakimlah yang bertugas untuk mengisi ruang kosong itu dengan jalan 
mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam 
menjalankannya, mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa 
                                                          
29 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, hlm.13 
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undang-undang, mereka tidak boleh sewenang-wenang.30 Selanjutnya 
metode interpretasi dapat dibedakan sebagai berikut :31 
a. Metode Subsumptif 
Maksud metode subsumptif adalah suatu kondisi dimana hakim 
harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus 
inconcreto, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran 
yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme. 
b. Interpretasi Gramatikal 
Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam 
undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata 
bahasa. Misalnya dalam interpretasi gramatikal, kita mencoba 
menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh 
pembentuk undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa 
sejenis itu dan sekaligus menelusuri tempat mana lainnya dan dalam 
hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang 
sama 
c. Interpretasi Historis 
Interpretasi historis dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
1). Interpretasi menurut sejarah undang-undang; dan 
2). Interpretasi menurut sejarah hukum 
                                                          
30 Logemann, 1954, Over de Theorie van Een stelling Staatrecht, Jakarta: penerbit dan percetakan 
Saksama, hlm.35-40, dalam A. Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 
hlm.115. 
31 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.128-136. 
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Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wetshistorisch) 
adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa 
yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu 
dibentuk. Jadi dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat 
undang-undang yang dianggap menentukan. Oleh karena itu, 
interpretasi sejarah undang-undang ini bersumber dari surat-surat 
dan pembahasan di lembaga legislative ketika undang-undang itu 
dalam proses penggodokan. 
Interpretasi sejarah hukum (rechtshistorisch) adalah metode 
interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks 
seluruh sejarah hukum. 
d. Interpretasi Sistematis 
Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan 
undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-
undangan. Jadi perundang-undangan keseluruhannya di dalam  
suatu Negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh. 
e. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis 
Metode interpretasi yang sosiologis atau teleologis ini 
menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan 
kemasyarakatan. Jadi suatu undang-undang yang masih berlaku, 
tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan zaman, kemudian berdasarkan interpretasi sosiologis 
atau teleologis ini diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, 
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kebutuhan masa kini, dengan tidak memperdulikan apakah hal itu 
pada waktu diundangkannya undang-undang itu dikenal atau tidak. 
f. Interpretasi Komparatif 
Interpretasi komparatif adalah metode membandingkan antara 
berbagai sistem hukum.Dengan demikian, metode ini hanya 
digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. 
g. Interpretasi Futuristis 
Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku 
sekarang (ius constitutum) dengan berpedoman pada undang-
undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius 
constituendum). Misalnya, suatu rancangan undang-undang yang 
masih dalam proses pengundangan, tetapi sudah pasti akan 
diundangkan (dugaan politis). 
h. Interpretasi Restriktif 
Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya 
membatasi.Misalnya, secara gramatikal, pengertian istilah dalam 
Pasal 666 KUH.Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang 
penyewa dari pekarangan sebelahnya.Namun, kalau dibatasi 
menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah 
melakukan interpretasi restriktif. 
i. Interpretasi Ekstensif 
Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat 
interpretasi melebihi batas hasil interpretasi gramatikal.Contohnya : 
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perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH.Perdata ditafsirkan luas, 
yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, melainkan juga 
berarti peralihan hak. 
Di dalam hukum pidana, ada dua pandangan yang berbeda 
tentang interpretasi ekstensif ini yaitu : 
1). menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi 
tidak ada perbedaan, karenanya interpretasi ekstensif pun 
dilarang digunakan untuk perkara pidana (karena 
melanggar asas legalitas); 
2). menganggap antara interpretasi ekstensif ekstensif dengan 
analogi berbeda 
2. Konstruksi Hukum 
Konstruksi hukum digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan 
pada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) atau 
kekosongan undang-undang (wet vacuum), karena pada prinsipnya hakim 
tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya 
tidak ada atau belum mengaturnya (asas ius curia novit). Hakim harus 
menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, karena 
sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.32 
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Menurut Rudolph von Jhering, ada tiga syarat utama untuk 
melakukan konstruksi hukum, yaitu : pertama, konstruksi hukum harus 
mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. Kedua, 
dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di 
dalamnya atau tdak boleh membantah dirinya sendiri.Ketiga, konstruksi itu 
mencerminkan faktor keindahan (estetika), yaitu konstruksi bukan 
merupakan suatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu member 
gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sehingga dimunginkan 
penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian 
baru, dan lain-lain.33 
Tujuan konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit 
dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari 
keadilan. Keadilan menghendaki peristiwa yang sama diperlakukan sama, 
maka hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di 
dalam atau yang banyak itu dan melacak kesamaan iu jika itu belum 
dikenal cirri-cirinya. Namun kesamaan itu relatif sehingga kesamaan 
sering juga adalah ketidaksamaan, karenanya tidak ada satu hasil pun 
dari ilmu konstruktif itu sendiri yang kepastiannya tak 
tergoyahkan.Keadilan senantiasa dapat terus dikaji lebih lanjut.34 
                                                          




Adapun penemuan hukum melalui konstruksi hukum yang dikenal 
selama ini ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut :35 
a. Metode argumentum per analogiam (analogi) 
Analogi merupakan metode penemuan hukum, dimana hakim 
mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur 
oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa yang secara 
konkret dihadapi hakim. 
b. Metode argumentum a’contrario 
Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang 
menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti 
peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di 
luar berlaku kebalikannya. Menurut sudikno Mertokusumo, pada 
argumentum a’contrario titik berat diletakkan pada  ketidaksamaan 
peristiwanya. Di sini diperlakukan segi negatif dari undang-undang. 
c. Rechtsvervijnings (Pengkonkretan Hukum) 
Metode pengkonkretan hukum (rechtsvervijnings) ini bertujuan 
untuk mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu 
abstrak.Dalam metode ini dibentuk pengecualian-pengecualian atau 
penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang 
bersifat umum.Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap 




peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan 
atau konstruksi dengan memberikan cirri-ciri.36 
d. Fiksi Hukum 
Metode fiksi sebagai penemuan hukum berlandaskan asas 
bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.Fiksi 
adalah metode penemuan hukum yang mengemukaan fakta-fakta 
baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapi 
kita.Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum 
yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu 
personifikasi baru di hadapan kita.Fungsi dari fiksi hukum di samping 
untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga 
utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata 
lain, fiksi untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru 
dengan sistem hukum yang ada. 
E. Upaya Hukum 
Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, adalah suatu usaha 
melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap 
keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang 
tepat.37Sedangkan dalam pedoman pelaksanaan kitab undang-undang 
Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), bahwa upaya hukum yaitu hak 
                                                          
36 Sudikno Mertokusumo,  Op. Cit., hlm.69. 
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terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan.38 
Dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yaitu hak terdakwa atau penuntut 
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan 
atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan 
permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam 
undang-undang ini. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP di atas, upaya hukum dapat 
dibedakan antara upaya hukum biasa (BAB XVII) dan upaya hukum luar 
biasa (BAB XVIII), yang terdiri atas : 
1. Upaya Hukum Biasa: 
a. Banding 
b. Kasasi 
2. Upaya Hukum Luar Biasa: 
a. Kasasi demi kepentingan umum 
b. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (herziening). 
 
1. Upaya Hukum Biasa 
Upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII, bagian kesatu Pasal 233 
sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, 
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dan Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan 
tingkat kasasi.Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut 
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat 
pertama (judex factie), sehingga maksud dari upaya hukum terdakwa 
(terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat 
menerima putusan tersebut, adalah:39 
 Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan 
tingkat sebelumnya 
 Untuk kesatuan dalam pengadilan 
 Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenag-wenang hakim 
atau pengadilan 
Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan baik bagi terdakwa 
maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum 
adalah benar sejauh mungkin seragam. 
a. Pemeriksaan Tingkat Banding 
Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada 
tingkat II atau pengadilan tinggi. Menurut J.C.T. Simorangkir40, 
banding adalah suatu alat hukum (rechtsniddel) yang merupakan hak 
terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan 
pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan 
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dari hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya 
kekhilafan pada putusan pertama.Hak memohon banding ini 
senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah 
putusannya diucapkan.Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, 
mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri.41 
Pasal 26 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa : 
1. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan 
banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain 
2. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan 
pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada 
pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
kecuali undang-undang menentukan lain. 
Sedangkan menurut Pasal 67 KUHAP dijelaskan bahwa 
terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding 
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap 
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut 
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan 
dalam acara cepat. 
Selain apa yang dikecualikan dalam Pasal 67 KUHAP, terhadap 
pemeriksaan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, 
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP, bahwa : 




1. Terhadap putusan praperadilan, dalam hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak 
dapat dimintakan banding 
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan 
praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat 
dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam 
daerah hukum yang bersangkutan. 
Terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP sebagai mana 
tersebut di atas, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 
65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2013. 
Tujuan pengajuan permohonan banding oleh 
terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum adalah untuk 
menguji putusan pengadilan tingkat pertama berkaitan dengan 
penerapan hukumnya dan memperoleh keputusan yang lebih 
memuaskan atau lebih tepat. Menurut R. Soesilo42, bahwa tujuan 
banding itu gunanya untuk memberikan kesempatan kepada kedua 
belah pihak yang berperkara, dalam hal perkara pidana, terdakwa 
dan penuntut umum, untuk mendapatkan keputusan yang lebih 
memuaskan dari hakim yang lebih tinggi, yaitu bagi penuntut umum 
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untuk mendapatkan keputusan yang lebih berat, sedangkan bagi 
terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan.Adapun 
tujuan daripada pengajuan permohonan banding atas putusan 
pengadilan negeri adalah :43 
1. menguji putusan pengadilan negeri (tingkat pertama) 
tentang ketepatannya; 
2. untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu 
Terkait tata cara pengajuan dan mekanisme pemeriksaan 
tingkat banding, diatur dalam BAB XVII bagian kesatu, Pasal 233 
sampai dengan Pasal 243 KUHAP. 
b. Pemeriksaan Kasasi 
Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis, yaitu asal 
kata “casser” artinya memecah.Suatu putusan hakim dibatalkan demi 
untuk mencapai kesatuan peradilan.Lembaga ini terbentuk setelah 
revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, suatu badan khusus 
yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum yang 
menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan 
kehakiman.Lembaga kemudian ditiru oleh negeri Belanda, dan 
dibawa ke Indonesia.44 
                                                          




Menurut Wirjono Prodjodikoro,45 kasasi adalah pembatalan, 
yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan 
tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.Jadi 
kasasi sendiri berarti pembatalan / vernietiging dan hanya dapat 
dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan 
pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain 
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dasar pengajuan kasasi, diatur dalam Pasal 244 KUHAP, 
bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, 
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan 
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap 
putusan bebas. Namun kemudian terhadap frasa “kecuali terhadap 
putusan bebas”, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor : 
114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013. 
Pada asasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa 
terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui 
kekuasaan kehakimannya, Alasan pengajuan permohonan Kasasi, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu 
                                                          




pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 
dan Pasal 249 guna menentukan : 
 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan undang-undang’ 
 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas 
kewenangannya. 
Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan 
hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan 
dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan 
hukum.46Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan mekanisme 
pemeriksaan tingkat kasasi diatur dalam BAB XVII bagian kedua, 
Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. 
2. Upaya Hukum Luar Biasa 
Di samping pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yang 
merupakan upaya hukum biasa sebagaimana diuraikan di atas, KUHAP 
telah mengatur pula tentang upaya hukum luar biasa.Secara khusus 
upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII KUHAP.Upaya hukum 
luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan darri upaya 
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hukum biasa.Pada upaya hukum biasa, putusan yang dimohonkan belum 
berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan 
baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum.47 
Lain halnya dengan upaya hukum luar biasa, yang secara umum 
memiliki tiga perbedaan mendasar dibanding dengan upaya hukum biasa, 
yaitu :48 
a. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 
b. Upaya hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan 
tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan 
terdapat keadaan-keadaan sebagai syarat. 
c. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, 
dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai 
instansi pertama dan terakhir. 
Mengenai upaya hukum luar biasa yang terdapat pada BAB XVIII, 
KUHAP menggolongkan dalam dua bagian. Bagian Kesatu Pasal 259 
sampai dengan Pasal 262 tentang pemeriksaan kasasi demi kepentingan 
hukum dan bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 tentang 
                                                          





peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan 
terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap, yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa  Agung 
berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut 
pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi kepentingan 
hukum. Adapun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
yang tetap yang dapat dimintakan kasasi demi kepentingan hukum 
oleh Jaksa Agung, adalah putusan pengadilan negeri dan pengadilan 
tinggi, kecuali putusan Mahkamah Agung.49 
Dalam pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa 
Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab 
kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang 
berkepentingan (terpidana) (Pasal 259 ayat (2) KUHAP), artinya 
hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan 
kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung tidak boleh lebih 
berat dari hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. 
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Jadi permintaan kasasi demi hukum oleh Jaksa Agung, tidak 
lain dimaksudkan adalah membuka kemungkinan bagi perubahan 
atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung, 
yang dirasakan kurang tepat oleh Jaksa Agung, dengan kata lain 
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan 
Tinggi terlalu berat yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut 
umum.50 
Sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan 
hukum adalah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh 
pengadilan.Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan 
diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka 
hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih 
rendah sebagai pegangan.51 
Ketentuan mengenai kasasi demi kepentingan hukum diatur 
dalam  BAB XVIII bagian kesatu, Pasal 259 sampai dengan Pasal 
262 KUHAP. 
b. Peninjauan Kembali (Herziening) 
Lembaga herziening di dalam hukum diartikan sebagai upaya 
hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan 
peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum yang tetap52. Menurut J.C.T. 
Simorangkir53, bahwa herziening adalah peninjauan kembali 
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap;revisi.Jadi herziening adalah suatu peninjauan 
kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti 
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang 
telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) 
KUHAP).54 
Dasar hukum tentang pengajuan peninjauan kembali, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : 
1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan 
dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah 
Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang 
ditentukan dalam undang-undang. 
2. terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 
peninjauan kembali. 
Demikian pula diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa 
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 
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hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 
Memperhatikan bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dapat 
dikemukakan beberapa hal seperti diuraikan berikut ini :55 
1). Putusan Pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan 
kembali 
Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap (kracht van gewjisde) peninjauan kembali dapat 
dimintakan kepada Mahkamah Agung.Selama putusan belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap upaya peninjauan kembali 
tidak dapat dipergunakan.terhadap putusan demikian hanya 
dapat ditempuh dengan upaya hukum biasa berupa banding 
atau kasasi.Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka 
setelah upaya hukum biasa tertutup.Upaya hukum peninjauan 
kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan 
kasasi.Selama upaya hukum biasa masih terbuka, upaya 
hukum yang biasa itu dulu yang mesti dilalui. 
Upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap 
semua putusan instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap 
putusan pengadilan negeri, asalkan putusan instansi tersebut 
telah berkekuatan hukum tetap.Demikian pula terhadap 
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putusan pengadilan Tinggi, dapat diajukan permintaan 
peninjauan kembali, jika terhadap putusan itu sudah tertutup 
jalan mengajukan kasasi, sebab putusan pengadilan tinggi 
yang demikian, sudah melekat sifat putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.Sejak itu terbuka 
kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan 
kembali. 
Demikian pula terhadap putusan Mahkamah Agung, dapat 
diajukan upaya peninjauan kembali, setelah putusan itu 
memperoleh kekuatan hukum tetap.Berarti setelah putusan 
diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu 
melekat dalam putusan Mahkamah Agung sifat putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Maka sejak saat itu 
terbuka jalan untuk meminta peninjauan kembali terhadap 
putusan Mahkamah Agung dimaksud. 
Sekalipun upaya ini dapat diajukan terhadap semua 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, namun undang-undang sendiri telah menentukan 
pengecualian. Pengecualian itu dijelaskan dalam Pasal 263 
ayat (1) KUHAP, yakni terhadap : 
1. Putusan Bebas (vrijspraak); 
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2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag recht 
vervolging) 
Terhadap kedua putusan ini, upaya hukum peninjauan 
kembali tidak dapat diajukan.Hal ini memang logis, bukankah 
tujuan hukum peninjauan kembali, dimaksudkan sebagai upaya 
yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela 
kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan 
yang dijatuhkan kepadanya.Kalau begitu, jika dia sudah 
dibebaskan dari pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari 
segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk 
meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya.Atas 
dasar pemikiran itulah sebabnya upaya peninjauan kembali 
tidak diperkenankan terhadap putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum. 
2). Yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali 
Mengenai orang yang dapat mengajukan peninjauan 
kembali, ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni : 
1. Terpidana, atau 
2. Ahli warisnya 
Dari penegasan ketentuan ini, jaksa penuntut umum tidak 
berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali.Sebab 
undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum 
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karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi 
kepentingan terpidana. Sekalipun ada pihak yang merasa 
dirugikan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap,  tidak dibenarkan hukum untuk mengajukan 
permintaan peninjauan kembali. 
3). Alasan peninjauan kembali 
Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat 
dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali, yakni : 
a. Apabila terdapat keadaan baru 
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling 
pertentangan 
c. Apabila terdapat kehilafan atau kekeliruan yang nyata 
dalam putusan 
Alasan peninjauan kembali tersebut dituangkan dalam 
surat permintaan peninjauan kembali. Dalam surat permintaan 
atau permohonan peninjauan kembali itulah pemohon 
menyebut secara jelas dasar alasan permintaan. Ketentuan 
mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan peninjauan 
kembali diatur dalam BAB XVIII bagian kedua, Pasal 263 






A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di 
Perpustakaan di Universitas Hasanuddin dan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data penelitian ini adalah : 
Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan 
objek penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan ara 
mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dikaji. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 






Praperadilan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan, 
karena praperadilan merupakan lembaga yang berperan melakukan 
pengawasan secara horizontal terhadap setiap tindakan yang dilakukan 
aparat penegak hukum dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan. 
Dalam beberapa bulan terakhir sangat menarik dan menjadi perdebatan 
hangat di kalangan akademisi dan praktisi hukum, terkait dengan sifat 
limitatif ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur kewenangan 
praperadilan. 
Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) 
menyebutkan bahwa : 
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara 
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;  
Dalam ketentuan ini jelas bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan 
adalah sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan 
atau penuntutan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Namun dalam 
praktiknya, pengadilan justru mengabulkan permohonan praperadilan di 
luar dari apa yang telah ditentukan dalam pasal 77 KUHAP. Seperti dalam 
putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang 
memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap 
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tersangka Budi Gunawan tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan 
Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 yang menetapkan pemohon sebagai 
tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-
undang terhadap Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang dimohonkan oleh Bachtiar Abdul Fatah yang tercatat dalam 
nomor perkara 21/PUU-XII/2014. Pada pokoknya Bachtiar Abdul Fatah 
memohonkan uji materill terhadap terbatasnya kewenangan praperadilan 
yang tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup 
kepada seorang tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia 
yang dilakukan oleh penyidik, dan penuntut umum. Sifat limitatif dari 
kewenangan praperadilan yang tidak mencakup seluruh upaya paksa 
yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum bertentangan dengan 
prinsip due process of law karena sejumlah upaya paksa yang 
mengurangi hak asasi manusia tidak dapat diuji keabsahannya melalui 
lembaga praperadilan.  
A. Dasar Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus 
Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan 
Tersangka 
1. Kewenangan Praperadilan dalam KUHAP 
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), telah mengatur kewenangan praperadilan yang terbatas dan 
tidak seluas seperti Pre Trial  Hearing di Amerika maupun Rechter 
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Commisaris di Belanda. Pada Pre Trial Hearing selain menguji upaya 
paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, juga menguji apakah 
penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat 
dilimpahkan ke pengadilan. Begitupun Rechter Commisaris yang memiliki 
kewenangan lebih luas, disamping menentukan sah tidaknya 
penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan 
pendahuluan atas suatu perkara. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, 
menyatakan bahwa : 
 “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan 
memutus tentang : 
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya 
hukum dan keadilan; dan 
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan.” 
Ketentuan mengenai kewenangan praperadilan secara limitatif diatur 
dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah 
atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, 
memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.. 
Namun bila dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang secara 
spesifik mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, kewenangan 
Praperadilan justru bertambah. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya 
semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa penangkapan dan 
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penahanan dalam penyidikan maupun penuntutan, melainkan juga ganti 
kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan 
yang tidak sah secara hukum. Hal itu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) 
KUHAP, yang menyatakan :  
(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti 
kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau 
dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum 
yang diterapkan. 
  
Frasa “tindakan lain” dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 
95 ayat (1) KUHAP, yaitu : 
yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ 
ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, 
peggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. 
 
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa praperadilan 
memiliki kewenangan yang sangat jelas dan limitatif berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 KUHAP, yaitu : 
a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan 
penahanan; 
b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan; 
c. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi 
seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat 
penyidikan atau penuntutan; 
d. Memeriksa dan memutus gugatan ganti kerugian yang diajukan 
oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau 
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penahanan serta tindakan lain berupa pemasukan rumah, 
penggeledahan dan penyitaan  tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang diterapkan; 
e. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan 
oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan.56 
Berdasarkan kewenangan praperadilan dalam sejumlah ketentuan 
KUHAP di atas, bila kita memperhatikan kewenangan penyidik dalam 
penyidikan dan kewenangan penuntut umum dalam penuntutan yang 
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 huruf I KUHAP, terlihat 
jelas bahwa praperadilan hanya disediakan menguji “sebagian” 
kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dan “sebagian” 
kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. 
2. Penemuan Hukum Oleh Hakim Praperadilan 
Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, 
atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan 
hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan 
bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi 
                                                          




peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat 
akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu.57 Dalam kondisi undang-undang 
tidak jelas atau tidak lengkap mengatur, hakim sebagai pelaksana 
undang-undang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya, 
penemuan hukum oleh hakim merupakan tindakan untuk menyiasati 
kesenjangan yang terjadi antara hukum yang ada di atas kertas (law in the 
books) dan hukum yang hidup dalam kenyataan atau yang hidup dalam 
masyarakat (law in action, the living law) 
Penemuan hukum oleh hakim sesungguhnya merupakan salah satu 
instrumen yang digunakan oleh hakim untuk tidak hanya sekedar 
menerapkan maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan 
kualifikasi peristiwa atau kasus konkritnya (penemuan hukum dalam arti 
sempit), tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) 
atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak 
atau kurang jelas yakni dengan cara memperluas makna suatu ketentuan 
undang-undang (penemuan hukum dalam arti luas), melalui dua metode 
penemuan hukum, yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi 
hukum. Metode penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam 
undang-undang tetapi tetap berpegang pada kata-kata/bunyi 
peraturannya, sedangkan metode konstruksi hukum adalah penalaran 
logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang 
                                                          
57 Sudikno Mertokusumo,  op.cit., hlm.37 
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tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan 
hukum sebagai suatu sistem. Agar proses penemuan hukum oleh hakim 
dalam menghasilkan putusan yang berkualitas yang pada ujungnya 
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka kemampuan memilih 
metode penemuan hukum yang tepat dan jenis penemuan hukum mana 
dari kedua metode tersebut yang akan digunakan harus dikuasai secara 
baik oleh seorang hakim. 
Secara umum ada Sembilan jenis interpretasi hukum dan empat 
jenis konstruksi hukum. Jenis-jenis interpretasi hukum antara lain 
Interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, 
interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, 
interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, dan interpretasi eksatensif. 
Sedangkan jenis metode konstruksi hukum antara lain metode 
argumentum per analogiam, metode argumentum a’contrario, metode 
penghalusan/pengkonkretan hukum (rechtsvervijning), dan fiksi hukum.58 
Mengenai perkara a quo, hakim praperadilan secara tegas 
menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sah atau tidaknya 
penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan, dengan alasan 
hal tersebut tidak diatur baik dalam KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 10 
jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), 
maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus yang 
berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Namun tidak adanya 
                                                          
58 Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 128-136, dan hlm. 141-146. 
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ketentuan yang mengatur mengenai apakah pengujian sah tidaknya 
penetapan tersangka merupakan bagian dari kewenangan praperadilan, 
tidak membuat hakim secara langsung menolak permohonan praperadilan 
yang diajukan. 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur larangan hakim 
menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang 
jelas, dan kewajiban hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) 
dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yang redaksi lengkapnya berbunyi : 
Pasal 10 ayat (1) 
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan 
mengadilinya.” 
Pasal 5 ayat (1) 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.” 
Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan 
di atas, hakim praperadilan kemudian melakukan penemuan hukum. 
Dalam pertimbangannya hakim praperadilan menyatakan : 
“Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau 
alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan 
kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan 
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hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang 
semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas ; 
Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum 
yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan 
menggunakan metode penemuan hukum (recht finding), yang jika 
dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat 
dipertanggungjawabkan ; 
Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum 
yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan 
menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interprestasi)” 
 
Berdasarkan pertimbangan hakim praperadilan di atas, pemilihan 
metode penafsiran mengindikasikan bahwa hakim berpandangan bahwa 
pengaturan masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam 
KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain belum atau tidak 
jelas, sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan 
yang ada guna memperjelas apakah keabsahan penetapan tersangka 
termasuk dalam wewenang praperadilan yang diatur dalam hukum positif 
di Indonesia.  
Alasan ini tentu sejalan dengan tujuan digunakannya interpretasi 
atau penafsiran dalam penemuan hukum, yaitu untuk menafsirkan 
perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-
kata/bunyi peraturannya, manakala suatu peristiwa konkrit tidak secara 
jelas dan tegas dianut atau diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Namun alasan digunakannya interpretasi atau penafsiran oleh 
hakim praperadilan ini bertentangan dengan petimbangan hukum 
terdahulu yang menyatakan :  
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“menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 jo. 
Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) 
KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa ‘sah atau 
tidaknya penetapan tersangka’ tidak termasuk objek praperadilan, 
karena hal itu tidak diatur; 
Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan 
peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai 
hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang 
mengatur kalau pengujian tentang ‘sah atau tidaknya penetapan 
tersangka’ menjadi objek praperadilan”  
Apabila pertimbangan hukum ini dijadikan alasan, maka metode 
penemuan hukum yang seharusnya dipilih oleh hakim praperadilan adalah 
metode konstruksi, bukan metode interpretasi atau penafsiran. 
Pertimbangan hukum yang bertolak belakang dengan pertimbangan 
hukum yang mendasari pemilihan metode penafsiran atau interpretasi ini 
menunjukkan ketidakjelasan sikap hakim praperadilan, apakah 
menurutnya KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain yang 
berlaku saat ini “tidak mengatur” atau “sudah mengatur, tapi belum cukup 
jelas”. KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain yang ada 
sekarang belum atau tidak mengatur perihal keabsahan penetapan 
tersangka sebagai wewenang praperadilan, sehingga bila mau melakukan 
penemuan hukum, maka metode yang paling tepat untuk mengisi 
kekosongan hukum atau ketidak lengkapan undang-undang yang harus di 
isi atau dilengkapi oleh hakim ini adalah metode konstruksi hukum.  
Di samping penggunaan metode penemuan hukum yang keliru, 
argumentasi yuridis hakim praperadilan dalam menggunakan penafsiran 
ekstensif sebagai salah satu dari jenis penafsiran dengan menyatakan : 
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“Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses 
penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses 
penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. 
pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek 
praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji 
keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan 
segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan 
adalah Lembaga Praperadilan ; 
Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, 
karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian 
tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum 
yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan 
Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan” 
 
Argumentasi tersebut sama sekali tidak jelas. Hakim praperadilan sama 
sekali tidak mengemukakan argumentasi dan alasan-alasan yang logis 
sehingga berkesimpulan bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut 
umum termasuk penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan. 
Memasukkan segala tindakan penyidik dan penuntut umum menjadi 
objek praperadilan akan memunculkan banyak pertanyaan. Misalnya 
apakah tindakan penyidik seperti menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang tentang adanya tindak pidana atau mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 
7 ayat (1) KUHAP dan tindakan penuntut umum seperti mengadakan 
tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut 
umum menurut ketentuan undang-undang dan melaksanakan putusan 
penetapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP merupakan 
objek praperadilan dan dapat diajukan gugatan ? Padahal menurut yahya 
harahap, tujuan yang ingin dicapai oleh praperadilan adalah untuk 
melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang 
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dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka maupun 
terdakwa supaya tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan 
hukum dan undang-undang. 
Menurut Prof. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim sudah 
memperluas kewenangan praperadilan. hakim menyatakan bahwa karena 
tidak diatur dalam KUHAP maka hakim boleh memasukkannya menjadi 
obyek praperadilan. Pendapat hakim tersebut tidak benar sebab 
praperadilan mengatur jelas obyek dan kewenangan. Itu sudah diatur 
dengan jelas, diatur limitatif, artinya selain disebutkan dalam Pasal 77 
KUHAP tidak boleh. 
Lebih jauh, dalam putusan praperadilan ini, Pasal 77 KUHAP telah 
mendapat perluasan makna sehingga seolah-olah sekarang bisa dibaca 
“pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah 
atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2. Ganti kerugian 
dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan 
pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Apakah hal tersebut dapat 
dikategorikan interpretasi hukum atau konstruksi hukum. 
Apabila hakim praperadilan ingin melakukan penafsiran yang 
memperluas makna (penafsiran ekstensif), ia harus berpegang kepada 
perluasan makna atas dua kata penting : penangkapan dan/atau 
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penahanan. Apakah “penetapan tersangka” merupakan klasifikasi yang 
sama dengan penangkapan dan/atau penahanan ? “penetapan tersangka 
adalah proses yang sebelum seseorang dikenakan upaya paksa. 
“penetapan tersangka tidak bisa dikategorikan sebagai upaya paksa, 
dikarenakan dalam penetapan tersangka, seseorang belum dikurangi “hak 
kemerdekaan dan hak kebebasannya atas harta benda. Dengan 
perkataan lain, seorang penafsir tidak dapat menggunakan penafsiran 
ekstensif dari kata penangkapan dan/atau penahanan untuk kemudian 
sampai pada kesimpulan bahwa dari kedua kata itu bisa dimunculkan kata 
“penetapan tersangka”. 
Rasio dari Pasal 77 huruf  a menjadi kehilangan makna jika kata 
“penetapan tersangka” disandingkan sebagai perluasan makna dari kata-
kata “penangkapan, penahanan”. Alasannya adalah karena spirit dari 
Pasal 77 KUHAP adalah untuk member hak bagi seseorang yang tidak 
bersalah namun sudah terlanjur diperlakukan tidak adil akibat tindakan 
penyidik yang tidak profesional, yaitu : 1. Salah menangkap orang, 
dan/atau 2. Salah menahan orang. Dalam kasus Budi Gunawan, jelas 
tidak ada indikasi adanya dua tindakan tidak professional tersebut telah 
dilakukan oleh penyidik KPK. 
Kondisi berikutnya adalah soal penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. Hal ini berbeda dengan kondisi pertama 
(penangkapan dan penahanan). Jika pada kondisi pertama, yang merasa 
diperlakukan tidak adil adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
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pidana, yang kemudian ditangkap dan/atau ditahan secara tidak sah. 
Sebaliknya pada kondisi kedua, yang merasa diperlakukan tidak adil 
adalah si pelapor tindak pidana itu (saksi korban). Dalam konteks ini, jelas 
kasus yang menimpa Budi Gunawan tidak relevan untuk dikaitkan dengan 
kondisi tersebut. 
Berdasarkan analisis di atas, maka “penemuan hukum” oleh hakim 
praperadilan yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari 
objek yang dapat diproses menurut ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP 
adalah sebuah kekeliruan. Kalaupun hal ini dilakukan, berarti hakim sudah 
melakukan konstruksi, menambahkan unsur objek norma baru di dalam 
rangkaian Pasal 77 huruf a KUHAP. Sementara, penambahan tersebut 
justru bertentangan dengan rasio yang dibangun oleh rumusan pasal 77 
KUHAP. 
Bagaimana dengan ketentuan KUHAP lainnya yang berhubungan 
dengan praperadilan, yaitu pasal 95 KUHAP ? ruang lingkup Pasal 95 
KUHAP berada dalam konteks yang sama dengan Pasal 77 huruf b 
KUHAP, yaitu berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kedua 
pasal ini, Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP harus dibaca dalam satu nafas 
yang sama. Kata kunci Pasal 95 sebenarnya terletak pada kondisi norma 
yang dilekatkan pada anak kalimat pada ayat (1). Yaitu : “…tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya 
atau hukum yang diterapkan”. 
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Anak kalimat tersebut mensyaratkan bahwa semua tindakan ini 
(termasuk kata “tindakan lain” yang ditambahkan pada Pasal 95 ayat (1) 
KUHAP tersebut) harus lebih dahulu dibuktikan memang sudah ada 
kesalahan, yaitu tidak berdasarkan undang-undang, ada kekeliruan 
mengenai orang, atau keliru hukum yang diterapkan. Jika tidak ada 
kesalahan, maka tidak ada alasan untuk memakai pasal 95 KUHAP guna 
meminta ganti kerugian. 
Kata “tindakan lain” berarti harus juga dibaca dalam kaitan dengan 
Pasal 77 KUHAP, yakni, “ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili”. Dalam 
kasus penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan, jelas bahwa 
tersangka Budi Gunawan tidak ditangkap, tidak ditahan, juga belum 
dituntut dan belum diadili. Dengan demikian tidak ada relevansinya 
menggunakan Pasal 95 KUHAP. Hakim praperadilan setuju dengan 
argument bahwa walaupun tersangka tidak ditangkap dan tidak ditahan, 
namun Pasal 77 KUHAP tetap bisa menjangkau tindakan penyidik KPK 
karena semua tindakan itu sekarang bisa diganti dengan satu kata yang 
lain, yaitu “upaya paksa”. Dengan demikian, berdasarkan putusan ini, 
Pasal 77 huruf a KUHAP sekarang bisa dibaca menjadi sebagai berikut: 
“pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah 
atau tidaknya upaya paksa…”. Dengan demikian, semua rincian “tindakan 
lain” yang ada dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sekarang menjadi terbuka 
untuk dimaknai secara seluas-luasnya, yakni semua tindakan yang 
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tergolong upaya paksa. Apa yang dimaksud dengan upaya paksa adalah 
semua tindakan yang berlabel pro justitia. 
Padahal pembentuk undang-undang (KUHAP) jelas sekali ingin 
memberi makna limitatif atas terminology “tindakan lain” yang ada di 
dalam Pasal 95. Di mana, dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, 
frasa “tindakan lain” dijelaskan sebagai tindakan pemasukan rumah, 
penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah”. Formulasinya sudah 
sangat eksplisit. Clara non sunt interpretanda. Artinya dalam rumusan itu 
tidak berdasar untuk memasukkan unsure norma baru dengan 
mengaitkan “tindakan lain” dengan tambahan “penetapan tersangka” atau 
malahan lebih luas lagi: “upaya paksa”. 
Pertimbangan hukum yang digunakan hakim praperadilan yang 
berangkat dari kekosongan hukum dapat dikatakan bahwa metode 
“argumentum per analogiam” telah digunakannya untuk menarik 
kewenangan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka. Secara 
analogi hakim memposisikan “penetapan tersangka” itu sama dengan 
kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP. Agaknya konsepsi 
perlindungan hak asasi manusia telah digunakan hakim untuk 
menganalogikan keabsahan penetapan tersangka dengan kewenangan 
yang ada dalam Pasal 77 KUHAP. 
Dengan menggunakan metode “argumentum per analogiam”, hakim 
telah keluar dari asas legalitas. Padahal atas dasar legalitas itu pulalah 
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penggunaan metode analogi tidak diperkenankan dalam lapangan hukum 
pidana. Pemaksaan penggunaan metode analogi dalam menemukan 
hukum di lapangan hukum pidana, baik hukum pidana materill maupun 
hukum pidana formil dapat dianggap sebagai kesewenang-wenangan. 
Seperti yang dikatakan Logeman, hakim tidak diperkenankan menafsirkan 
undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh 
menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya 
penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja 
yang menjadi tafsiran yang tepat. 
Jadi, apabila hakim praperadilan dianggap melakukan penemuan 
hukum yang memperluas makna dari Pasal 77 dan Pasal 95, terlihat 
betapa sangat tidak jelasnya metode yang digunakan. Jika dikatakan 
hakim Praperadilan disebut telah menggunakan penafsiran ekstensif, 
justru tidak ditemukan ada unsur-unsur norma di dalam kedua pasal itu 
yang dijadikan titik tolak perluasannya. Jika dikatakan bahwa hakim 
praperadilan tersebut metode konstruksi, justru tidak ditemukan rasio 
mendukung penggunaan metode tersebut. 
Ketidakjelasan metode penemuan hukum yang digunakan hakim 
praperadilan, putusan ini pun diperparah dengan anggapan bahwa asas 
legalitas tidak berlaku untuk hukum acara pidana. Asas legalitas, menurut 
hakim, hanya berlaku untuk hukum pidan materill. Argumen itu jelas tidak 
dapat diterima karena dalam literatur pun delapan prinsip legalitas 
sebagaimana diajarkan oleh Lon. L Fuller tatkala ia berbicara tentang 
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inner morality of law, sepenuhnya bicara tentang ketentuan norma-norma 
hukum formal. Salah satu dari delapan prinsip legalitas yang dikemukakan 
fuller adalah tentang larangan retroaktif; sangat sejalan dengan bunyi 
pasal 1 ayat (1) KUHP kita. Fuller tercatat sebagai orang yang sangat 
meyakini prosedur, seperti dalam suatu kesempata, “if we do things the 
right way, we are likely to do the right thing”. 
Asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia tidak saja 
tergambar dari konsideran KUHAP, namun secara eksplisit dinormakan 
dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP yang menentukan, peradilan dilakukan 
menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas 
legalitas dipahami, bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus 
didasarkan pada undang-undang. Itu artinya, penegak hukum (termasuk 
hakim) tidak diperkenankan mengambil tindakan di luar apa yang telah 
ditentukan undang-undang. 
Oleh karena itu undang-undang telah menentukan batas kewenangan 
praperadilan secara eksplisit dan limitatif, maka hakim tidak boleh 
bergerak dari kerangka rumusan undang-undang tersebut. Namun 
demikian, dalam konteks kedua prinsip kekuasaan kehakiman tadi, 
sepanjang dapat diletakkan dalam kerangka asas legalitas, maka hakim 
dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan metode yang 
diperkenankan. Artinya, metode penemuan hukum yang tidak melanggar 
asas legalitas masih dimungkinkan digunakan karena Sebagai hukum 
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undang-undang, hukum pidana akan “runtuh” pada ketika asas legalitas 
“dikangkangi”. 
Bila suatu hal tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP, tidak 
berarti bahwa tidak ada pengaturannya. Sebagai contoh adalah 
pengaturan tentang Peninjauan Kembali (PK). Pasal 263 ayat (1) KUHAP 
mengatur bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan 
permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Pasal ini 
sama sekali tidak mengatur hak penegak hukum (JPU) untuk mengajukan 
PK. Apakah dengan demikian berarti KUHAP tidak mengatur, sehingga 
dianggap tidak ada hukumnya ? 
Praktik penegakan hukum selama ini memperlihatkan bahwa 
penegak hukum, termasuk hakim menafsirkan “karena tidak ada 
aturannya, tidak ada larangan secara tegas bagi jaksa untuk mengajukan 
PK, maka permohonan PK yang diajukan jaksa diterima”. Banyak contoh 
putusan hakim yang mengabulkan permohonan PK dari jaksa tersebut. 
Hal ini merupakan kekeliruan dalam praktik penegakan hukum, yang 
berawal dari kekeliruan penafsiran terhadap ketentuan KUHAP tersebut. 
Tidak diaturnya hak jaksa untuk mengajukan PK dalam pasal di atas, 
sesungguhnya karena jaksa telah terlebih dahulu diberikan hak yang lain, 
yaitu hak untuk mengajukan kasasi demi kepentingan huku,. Penegak 
hukum (hakim) seharusnya melakukan penafsiran sistematis terhadap 
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pasal-pasal dalam Bab VXIII KUHAP, yang mengatur tentang upaya 
hukum luar biasa tersebut, termasuk PK. Bab tersebut dimulai dengan 
Bagian I tentang upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (pasal 
259 sampai dengan Pasal 262), yang diikuti dengan Bagian II tentang PK. 
Penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal dalam bab tersebut, akan 
memperlihatkan bahwa kedua upaya hukum luar biasa itu telah diatur 
secara setara dan adil untuk penegak hukum dan untuk terpidana (serta 
ahli warisnya). Dengan kata lain, tidak diaturnya hak jaksa untuk 
mengajukan PK, bukan karena tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak 
jelas, melainkan karena sudah ada pengaturan yang lain baginya. KUHAP 
bukanlah hukum pidana materill yang berisi larangan, sehingga kalau 
tidak dilaran berarti dibolehkan. 
Demikian juga seharusnya sikap penegak hukum dalam memahami 
tentang peraturan praperadilan. Tidak diaturnya penetapan tersangka 
sebagai pemeriksaan praperadilan harus diteliti dengan cara yang sama. 
Penafsiran hukum terhadap pasal-pasal pengaturan praperadilan dapat 
dilakukan dengan metode penafsiran sistematis, sejarah dan teologis. 
Penafsiran sistematis terhadap beberapa pasal di atas memperlihatkan 
bahwa praperadilan mengatur kewenangan pengadilan untuk menguji 
keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum, yang berakibat pada 
pengurangan HAM seseorang. Jika tindakan tersebut terbukti dilakukan 
secara salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh 
hukum, maka hukum memberi kompensasi dalam bentuk ganti rugi dan 
78 
 
rehabilitasi. Tindakan yang berdampak pada pengurangan HAM tersebut 
dan dapat diuji hanyalah tindakan yang berupa upaya paksa. Yang 
termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan (vide Pasal 77), 
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (vide Pasal 95). 
Dengan demikian jelas bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka 
tidak dianggap sebagai salah satu upaya paksa. 
Penafsiran sejarah membawa pada proses penyusunan KUHAP, 
khususnya perdebatan ketika praperadilan itu akan diatur dalam KUHAP. 
Penyusun KUHAP ketika itu berbeda pendapat tentang apakah akan 
diatur Rechter Commisaris (hakim komisaris) sebagaimana yang ada di 
beberapa Negara lain, sebagai alat control terhadap penggunaan 
kekuasaan oleh penegak hukum. Sebagian pihak berpandangan bahwa 
pengaturan demikian akan memperlambat jalannya proses pemeriksaan 
perkara pidana, karena kondisi geografis Indonesia yang akan 
menyulitkan koordinasi antarpenegak hukum dalam melakukan 
kekuasaannya (perlu izin dari hakim komisaris untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, dll). Padahal proses peradilan yang lama ini 
merupakan salah satu kondisi yang hendak diubah dengan penyusunan 
KUHAP. 
Pilihan pembuat KUHAP jatuh pada praperadilan, dengan asumsi 
adanya kepercayaan bahwa penegak hukum Indonesia cukup profesional 
untuk tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Bila 
terjadi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau salah 
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secara prosedural, barulah sistem mengujinya melalui praperadilan. Oleh 
karenanya pengaturan praperadilan tidak hanya terikat dengan tindakan 
upaya paksa, tapi juga keputusan penyidik untuk menghentikan 
penyidikan dan keputusan penuntut umum untuk menghentikan 
penuntutan. Dengan kata lain, praperadilan kemudian juga sekaligus 
menjadi alat control horizontal di antara penegak hukum dalam sisterm 
peradilan pidana. 
Penafsiran teleologis berkenaan dengan tujuan diadakannya pranata 
hukum praperadilan ini, dari sejarah penyusunan KUHAP serta tulisan 
beberapa ahli tentang praperadilan, termasuk keterangan ahli dalam 
pemeriksaan perkara ini, jelas bahwa ada dua tujuan diaturnya 
praperadilan. Pertama untuk melindungi HAM tersangka/terdakwa, dan 
kedua sebagai alat control horizontal antarpenegak hukum dalam system 
peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdapat proses hukum yang 
baik dan adil (due process of law) dalam system peradilan pidana kita/ 
namun harus disadari bahwa tujuan tersebut hanya tindakan penegak 
hukum yang diatur dalam praperadilan, sebatas pengujian prosedur 
hukumnya. Praperadilan bukanlah peradilan yang memeriksa perkara 
tindak pidana itu sendiri, atau memeriksa persoalan substansi hukum 
dalam perkara pidana tersebut. 
Berdasarkan ketiga metode penafsiran tadi terhadap pengaturan 
praperadilan, pernyataan hakim berdasarkan beberapa pertimbangannya, 
bahwa penetapan tersangka termasuk objek pemeriksaan praperadilan 
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karena merupakan upaya paksa, telah melampaui batas kewenangan. 
KUHAP bukan tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai 
objek pemeriksaan praperadilan, tapi KUHAP telah tidak menentukan 
bahwa penetapan tersangka sebagai upaya paksa. Oleh karena bukan 
upaya paksa, maka dia tidak termasuk dalam objek pemeriksaan 
praperadilan. 
Sekiranya perluasan kewenangan praperadilan sebagaimana 
dilakukan oleh hakim dalam putusan ini, hendak “diterima” sebagai hasil 
penafsiran hukum terhadap Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, maka langkah 
berikut yang harus dilakukan adalah menguji tentang keabsahan 
penetapan status tersangka tersebut. Pertanyaan yang timbul selanjutnya 
adalah bagaimanakah cara menguji keabsahan penetapan status 
tersangka tersebut ? 
Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang 
dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan 
bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa 
kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang 
tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya, pasal 1 butir 2 
KUHAP menentukan : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
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Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal di 
atas, dapat dipahami bila penetapan tersangka baru dapat dilakukan, bila 
penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti yang 
mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tidak pidana yang 
sedang disidik tersebut. 
Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan 
yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, 
kecuali bahwa harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian 
penyidikan tadi. Ketiadaan aturan secara tegas tersebut, mengharuskan 
aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan 
persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh 
penyidik selama proses penyidikan. 
Diantara berbagai tindakan yang dapat diambil penyidik selama 
proses penyidikan adalah penangkapan. Persyaratan untuk melakukan 
penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi : “perintah 
penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Syarat “bukti 
permulaan yang cukup” inilah kemudian yang ditafsirkan juga sebagai 
syarat untuk melakukan penetapan tersangka. 
KUHAP tidak menentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan 
“bukti permulaan yang cukup”. Namun bagi KPK, bukti permulaan yang 
cukup diatur secara jelas dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah : 
“Ayat (1) : jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan 
bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik 
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Ayat (2): Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila 
telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk 
dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau 
optik.” 
Sesungguhnya syarat bukti permulaan yang cukup sebagai 
sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 
di atas, sejalan dengan “prinsip minimum pembuktian” yang diatur dalam 
pasal 183 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa seseorang baru dapat 
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, bila hakim berdasarkan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
Dari pasal-pasal tersebut dipahami bahwa untuk menetapkan 
seseorang sebagai tersangka, harus terpenuhi persyaratan adanya bukti 
permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti (secara kuantitatif dan 
kualitatif). Dua alat bukti ini tentunay harus mengacu kepada adanya 
tindak pidana dan bahwa mr. X adalah pelakunya. Bila penetapan mr. X 
sebagai tersangka dilakukan dengan memenuhi persyaratan ini, maka 
dengan sendirinya penetapan tersebut adalah sah karena sudah 
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dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Dari gambaran tersebut 
dipahami bahwa menguji keabsahan penetapan seseorang sebagai 
tersangka, cukup dilakukan dengan pengujian secara formil, yaitu : 
1. adanya surat perintah penyidikan sebagai dasar tindakan penyidik, baik 
dalam mengumpulkan alat bukti maupun menetapkan tersangka, dan 
2. adanya bukti permulaan yang cukup yaitu adanya dua alat bukti yang 
sah. 
Pengujian secara formal demikian, terkait dengan eksistensi 
praperadilan itu sendiri, sebagai pranata hukum acara yang dilahirkan 
untuk menguji apakah tindakan penegak hukum dalam proses peradilan 
pidana, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengujian 
prosedura atas berbagai tindakan penegak hukum itu diperlukan sebagai 
alat control horizontal dalam system peradilan pidana, sekaligus jaminan 
bagi perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa. Pengujian secara 
procedural ini haruslah dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan 
procedural bagi tersangka/terdakwa yang menjalani proses peradilan 
pidana. Bila tindakan penyidik atau penuntut umum telah dilakukan sesuai 
dengan prosedur (syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-
undang telah terpenuhi), maka proses tersebut dianggap telah 
memberikan keadilan procedural bagi tersangka/terdakwa. 
Namun putusan hakim dalam permohonan ini, telah menguji 
keabsahan penetapan tersangka tersebut, tidak dengan cara demikian. 
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Dengan kata lain, hakim tidaklah menguji keabsahan tersebut sesuai 
dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana diuraikan tadi. Hakim 
menguji keabsahan tersebut dengan cara menguji kewenangan penyidik 
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang disangkakan 
kepada tersangka. 
Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam putusan 
tersebut yang menyatakan bahwa, karena kualifikasi tindak pidana korupsi 
menjadi kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK 
tidak terpenuhi, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 
(termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh 
karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hu kum mengikat. 
Dari sini terlihat bahwa hakim menyatakan penetapan tersangka oleh 
penyidik tidak sah, karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah 
tidak sah. Oleh karena penyidikan tersebut tidak sah, maka seluruh 
tindakan ikutan dalam proses penyidikan tersebut, termasuk penetapan 
tersangka, menjadi tidak sah pula. 
Pengujian hakim terhadap kewenangan penyidikan ini, kembali 
menunjukkan bahwa hakim telah melampaui batas kewenangannya. Hal 
ini disebabkan persoalan kewenangan penyidik (baik Kepolisian, 
kejaksaan, atau KPK) untuk menyidik suatu tindak pidan tertentu, tidak 
termasuk ranah atau kewenangan praperadilan. Persoalan ini merupakan 
kewenangan dari pengadilan yang memeriksa tindak pidananya. 
Keberatan tersangka atas kewenangan aparat penegak hukum dapat 
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disampaikan dalam eksepsinya yang diperiksa dalam pemeriksaan tindak 
pidananya. 
3. Putusan MK sebagai dasar kewenangan praperadilan memeriksa 
dan memutus gugatan keabsahan penetapan tersangka 
Tanggal 28 April 2015 menjadi salah satu hari bersejarah dalam 
sistem peradilan pidana di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memutus 
permohonan uji materill yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah terhadap 
beberapa pasal dalam KUHAP, salah satu diantaranya yakni Pasal 77 
huruf a KUHAP terkait dengan kewenangan praperadilan. Dalam amar 
putusannya, MK menerima sebagian permohonan pemohon dan 
menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini 
menjadi jawaban atas berbagai persoalan dan perdebatan yang terjadi 
pasca putusan kontroversial praperadilan hakim Sarpin Rizaldi. 
Mahkamah Kostitusi dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 1 
ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara 
hukum, sehingga “asas due process of law” harus dijunjung tinggi oleh 
seluruh pihak lembaga penegak hukum. Mengacu pada KUHAP, 
Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip “due process of law” belum 
diterapkan secara utuh lantaran KUHAP tidak memiliki check and balance 
system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak 
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mengakomodir pengujian terhadap alat bukti untuk menetapkan 
seseorang sebagai tersangka apakah diperoleh dengan cara yang sah 
atau tidak. 
Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di 
dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari 
penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Selama 
ini penetapan tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang 
dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara 
terpaksa menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan 
baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan 
kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Mahkamah 
mengakui keberlakuan KUHAP pada tahun 1981 masih belum mengenal 
penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun 
seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami 
perkembangan dan modifikasi. Oleh karena penetapan tersangka adalah 
bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak 
asasi manusia,  maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh 
penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui 
ikhtiar hukum pranata praperadilan. Adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan 




Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Bondan 
Laksamana mengatakan, putusan MK tentang objek praperadilan akan 
melahirkan tiga dampak ikutan. Pertama, setiap orang yang ditetapkan 
jadi tersangka berpotensi mengajukan praperadilan, kedua, penyidik harus 
makin hati-hati menetapkan tersangka, dan ketiga, penegak hukum akan 
dapat kesibukan baru "meladeni" praperadilan. 
 
B. Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan Yang Keliru / Di Luar 
Batas Kewenangan. 
Terkait dengan putusan praperadilan Nomor 
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan penetapan tersangka tidak 
sah, menimbulkan banyak komentar dan perdebatan dari para akademisi 
dan praktisi hukum tentang bisa atau tidaknya dilakukan upaya hukum 
terhadap putusan tersebut. Hal ini dikarenakan hakim dianggap keliru  
dalam memberikan putusan yang telah melampaui kewenangan 
praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Akibat dari putusan tersebut 
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat terkait 
kewenangan praperadilan. 
Hukum Acara Pidana di Indonesia mengenal adanya upaya hukum, 
yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan. Dalam KUHAP diatur mengenai upaya hukum yang terbagi 
atas upaya hukum biasa, berupa banding dan kasasi (Bab XVII KUHAP), 
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dan upaya hukum luar biasa, berupa kasasi demi kepentingan hukum dan 
peninjauan kembali (Bab XVIII KUHAP). 
Terhadap putusan praperadilan dapat atau tidaknya diajukan upaya 
hukum dijelaskan dalam pasal 83 KUHAP, yaitu : 
 (1) terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana diatur 
dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan 
banding 
(2) dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan 
yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau 
penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke 
pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. 
Melihat perumusan pasal 83 KUHAP, Nampak bahwa pada prinsipnya 
putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum, baik upaya 
hukum biasa maupun luar biasa, yiaitu dengan adanya larangan 
pengajuan banding terhadap putusan praperadilan dan tidak diaturnya 
mengenai upaya hukum luar biasa. Meskipun pasal 83 ayat (2) 
mengecualikan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya 
penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan perlawanan ke 
pengadilan tinggi, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 
65/PUU-IX/2011 telah menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 83 
ayat (2) KUHAP dipandang tidak mempersamakan kedudukan warga 
negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan 
kepastian hukum yang adil. 
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Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai upaya 
hukum yang secara khusus diatur dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP 
dan kemungkinan pengajuan upaya hukum atas putusan praperadilan. 
1. Upaya hukum biasa 
Ketentuan mengenai upaya hukum biasa secara khusus diatur dalam 
Bab XVII KUHAP,  yaitu banding yang diatur dalam Pasal 233 sampai 
dengan Pasal 243 KUHAP dan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 
sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Mengenai upaya hukum banding 
terhadap putusan praperadilan, dalam pembahasan di atas telah 
disebutkan bahwa Pasal 83 KUHAP telah mengatur larangan pengajuan 
upaya hukum atas putusan praperadilan. Ketentuan tersebut kemudian 
dikuatkan dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, yaitu permintaan banding 
dapat diajukan ke pengadilan tinggi kecuali terhadap putusan pengadilan 
dalam acara cepat.  Perkara praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. 
Sel diperiksa oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat sesuai 
dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Jadi terhadap putusan 
praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. 
Kemudian mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan 
praperadilan, KUHAP sama sekali tidak mengatur hal tersebut. Aturan 
kasasi terhadap putusan praperadilan diatur dalam Pasal 45 A Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : 
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(1).Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang 
memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh 
undang-undang dibatasi pengajuannya. 
(2).Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. putusan tentang praperadilan; 
b. …… 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, pengajuan upaya hukum kasasi 
ke Mahkamah Agung dikecualikan terhadap putusan praperadilan. 
Meskipun dalam praktiknya Mahkamah Agung pernah menerima 
permohonan kasasi atas putusan praperadilan. Namun karena keharusan 
penyelesaian secara cepat dari perkara praperadilan, jika putusan 
praperadilan dapat dilakukan kasasi maka perkara praperadilan akan 
berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan cepat. Hal tersebut tentu 
melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh 
karena itu, kasasi terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan. 
2. Upaya hukum luar biasa 
Ketentuan mengenai upaya hukum luar biasa secara khusus diatur 
dalam Bab XVIII KUHAP,  yaitu kasasi demi kepentingan hukum yang 
diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP dan peninjauan 
kembali yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. 
Upaya hukum luar biasa atas putusan praperadilan tidak secara tegas 
diatur dalam KUHAP. Mengenai kasasi demi kepentingan hukum, 
berdasakan Pasal 259 ayat (1) KUHAP, pihak yang diberikan hak 
mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah jaksa agung. Dalam 
perkara praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel hanya 
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melibatkan KPK dan BG, tidak melibatkan kejaksaan. Oleh karena itu 
terhadap putusan praperadilan, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi 
demi kepentingan hukum. 
Begitupun upaya peninjauan kembali atas putus praperadilan, Pasal 
263 ayat (1) KUHAP secara tegas memberikan hak kepada terpidana atau 
ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Dalam perkara a 
quo, belum ada pihak yang bersatus sebagai terpidana, dan KPK bukan 
dalam posisi terpidana atau ahli waris dari terpidana. Sehingga putusan 
praperadilan tidak dapat diajukan upaya peninjauan kembali. 
Oleh karena KUHAP tidak membuka ruang untuk diajukannya upaya 
hukum atas putusan praperadilan yang keliru / di luar batas kewenangan, 
dalam hal ini putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, atau penetapan tersangka, tidak menutup kemungkinan bagi 
penyidik baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan untuk kembali dapat 
melakukan tindakan upaya paksa tersebut namun sesuai dengan 
prosedur dan hukum yang berlaku. Praperadilan hanya berfungsi 
melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan penegak 
hukum, dan memeriksa procedural tindakan aparat penegak hukum, dan 
tidak mengakhiri perkara pidana yang disangkakan kepada tersangka.  
 




Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur 
pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu 
paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang 
ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus 
menetapkan hari sidang dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim 
sudah harus menjatuhkan putusan.59 Keharusan mempercepat acara 
praperadilan dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang 
menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh 
pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum 
selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu Pasal 83 ayat (1) 
KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan tidak dapat 
dimintakan banding. 
Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa tidak ada 
sarana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoreksi putusan 
praperadilan, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. 
Terlepas apakah putusan tersebut telah sesuai atau tidak dengan 
kewenangan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, setelah 
dibacakan, putusan praperadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap.  
Meskipun demikian, putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan 
tersangka yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak 
serta merta mengakhiri perkara pidana yang dihadapi tersangka. Objek 
pemeriksaan praperadilan hanya bersifat procedural, dan belum 
                                                          
59 Vide Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHAP 
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menyentuh pokok perkara. Putusan praperadilan tentang tidak sahnya 
penetapan tersangka hanya menggugurkan tindakan yang telah dilakukan 
penyidik dalam menetapkan tersangka.  
Sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan adalah 
sebagai peradilan yang cepat, dan pemeriksaan belum menyentuh pokok 
perkara. Agar proses pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut bila 
dibukanya mekanisme upaya hukum atas putusan praperadilan, maka 
sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, 
pemeriksaan praperadilan adalah pemeriksaan tingkat pertama dan 









Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan : 
1. Bahwa kewenangan praperadilan secara limitatif telah ditentukan 
dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77, jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 
95 KUHAP. Sehingga putusan praperadilan yang menyimpang dari 
kewenangan praperadilan yang telah diatur dalam KUHAP akan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan dalam 
Pasal 77 huruf a KUHAP telah memberikan kepastian hukum 
terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus 
gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka 
2. Bahwa terhadap putusan praperadilan yang keliru / diluar batas 
kewenangan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Pemeriksaan 
praperadilan hanya terkait prosedur dari tindakan yang dilakukan 
penyidik dan penuntut umum, belum menyentuh pokok perkara. 
Apabila terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya 
hukum, akan mengakibatkan penyelesaian perkara akan semakin 
lama dan berlarut-larut karena pihak yang tidak penerima putusan 
praperadilan tersebut akan melakukan perlawanan ke tingkat 
pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini melanggar asas peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun meskipun tidak dapat 
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dilakukan koreksi terhadap putusan praperadilan yang keliru / di 
luar batas kewenangan, tidak menutup kemungkinan penyidik atau 
penuntunt umum dapat kembali melakukan tindakan yang telah 
diputus oleh hakim praperadilan, dengan memperhatikan prosedur 
dan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan alasan 
subjektif dan objektif. 
3. Bahwa tidak adanya mekanisme upaya hukum atas putusan 
praperadilan menjadikan pemeriksaan praperadilan adalah 
pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan 
praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka bersifat 
final, memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan.   
B. Saran 
1. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan 
dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak 
menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat kenegak hukum 
yang dapat melanggar hak asasi manusia. 
2. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi tetap 
menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap 
hakim mematuhi hukum acara pidana dan tidak melakukan 
penemuan hukum secara sewenang-wenang 
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3.  Agar pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk 
segera merevisi KUHAP karena beberapa aturannya sudah tidak 
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